SALINAN

‘ BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH »
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
'NOMOReA! TAHUN 2019 ‘
TENTANG
' PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2013

Meniinbang -

Mengingat "

- TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR '

a. bahwa  untuk kelancaran dan ketertlban dalam‘ |
pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah‘ _,
. Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 te_ntang :
Lembaga Penylaran Publik Lokal Radio Pubhk v
Kabupaten Karanganyar maka perlu diatur Petunjuk_
Pelaksanaannya; . -
b. bahwa - berdasarkanv ~ Pertimbangan sebagaim’ana)
tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
~ Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang A
Lembaga Penyiaran Pubhk Lokal Radio Publik
Kabupaten Karanganyar, :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
nglmngan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesm
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara‘
Repubhk Indonesxa Nomor 3881); o L v

3. Undang—undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers'
( Lembaga Negara Repubhk Indonesia Nomor 3887 ) ;



- Menetapkan

4 Undang-Undang Nomdr’ 32 Tahun - 2002 kl’"te’ntang

Penyiaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

Indonesia Nomor 4252 ) ; B

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teﬁtang o
. Pemermtahan ‘Daerah (Lembaran Negara Republik =~

Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir -
'dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Républik Indoneéia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); |

" 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang .

Penyelenggaraan Penyxaran Lembaga Penylaran Publik
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan ‘Lembaran | Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4485) ;

7 Peraturan Daefah Kabupaten Karanganyar NQmor 4

Tahuil 2013 tentang Lémbéga 'Penyiaran Publik Lokal
Radio Publik Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar'

Nomor 6);

.~ MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
- LOKAL RADIO PUBLI_K KABUPATEN KARANGANYAR.,



BAB1
KETENTUAN UMUM
- Pasal1l

- Dalam Peraturan Bupatx ini yang dimaksud denga.n

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. . v :

4. Lembaga Penyiaran Publik Inkal Radio Publik Kabupatén

 Karanganyar yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik

~ SWIBA FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbadan

- hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Kabupateri
Karanganyar, yang bertugas menyelenggarakan penyiaran
radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan
berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat yang s1arannya bexjejarmg dengan Radio
Repubhk Indonesia (RRI).

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio
Publik SWIBA FM ya1tu Organ Lembaga Penyiaran Pubhk
Lokal yang berfungsz mewakili masyarakat, pemerintah
dan unsur lembaga penyxaran publik yang menjalankan
tugas pengawasan untuk mencapa1 tuJuan lembaga v
penyiaran publik. }, .

6. Direktur adalah Unsur Pimpinan LPPL Radio Pubhk
SWIBA FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas
pengelolaan lembaga penyiaran publik.

.~ BABIl
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

, L L Pasal2 |
(1) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik SWIBA FM terdiri

dari :



(2} Dewan Pengawas sebagmmana dlmaksud pada ayat ( 1) .}
vhuruf a terdiri dari 1 unsur . |

o b prakt181 penylaran dan
e masyarakat '
) (3):‘,

a Dewan Pengawas dan -
b. Dxrektur "

a. Pemermtah Daerah

Dlrektur sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b L

- membawahl 2 (dua) Penanggung Jawab yakm

o selama 5 (lima ) tahun dan dapat d1p111h kembali hanya |
i untuk 1 ( satu ) perlode R |

(1
- Perwakxlan Rakyat Daerah. v
i'Usulan calon anggota Dewan Pengawas dllakukan -

@)

: ,}melalul uji kepatuhan dan kelayakan Secara terbuka atas - o

2. -}Pembentaan dan Reporter, o |

a. Penanggung Jawab Admmlstram dan Keuangan ‘yang

- membawahi: o '

1. ‘Tata Usaha dan Keuangan dan o
2. Iklan / Marketlng

'b penanggungjawab Program dan Siaran, yang ;

membawahl

o 1.‘» Perencanaan Prograrn Produk31, dan Evaluasi

e Dampak Slaran

3. 'Penylar, Operator dan Pustaka Lagu‘; L
4. Teknisi. |

Dewan Pengawas dan Dn'ektur mermhkl masa kelja'

' ,_Bag1an'Kevc_1uavi S
Dewan Pengawas

v v Pasal 3 ,
Dewan Pengawas dltetapkan oleh Bupau atas usul Dewan

' }-"masukan ‘dari Pemenntah Daerah | dan : /

Q)

»masyarakat el L i
|

Dewan Pengawas memmlct kewenangan

a. mem_lhh dan mengangkat Dxrektur dan

o - b. menetapkan program umum lnna tahun LPPL Radxo' o

| Pubhk SWIBA FM sekurang’kurangnya memuat visi
dan rmsx, kebgakan serta rencana keg1atan



 Bagian Ketiga |

5 Direktur - L

Pasale |

(1) Bupatl menetapkan Dn'ektur atas usulan dan Dewan »

Pengawas. | . "

(2) Direktur sebagmmana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kewenangan sebagai benkut ' ,i ‘

~ a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas

" selama 5 (lima) tahun; \E ‘

" b. menetapkan kebijakan- operasmnal untuk kemajuan |

LPPL Radio Publik SWIBA FM; B

_ c. menjalin keljasama dengan plhak-pl.hak Iuar untuk

kemajuan LPPL Radio Publik SWIBA FM sesuai

dengan “peraturan perﬁndang—tindangan yang

berlaku; dan - N | %i - |

S d. mcngangkat dan memberhenukan karyawan LPPL

Radio Publik SWIBA FM dengan persetujuan Dewan -'
Pengawas | | | .

(3) Direktur sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat )

dlberhennkan karena: | |

a. memnggal dunia; = | B ‘

b. mengundurkan diri; :

“¢. dipidana berdasarkan putusan pengadﬂan yang -

memperoleh kekuatan hukum tetap; atau R

d. tidak lagi memenuh1 persyaratan | sebagannana |

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten B

Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tcntang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupa'ten Karanganyar.
- . BABII | |
- HONORARIUM DAN TUNJANGAN LA:IN DEWAN
PENGAWAS, DIREKTUR DAN TENAGA LAINNYA

Pasal 5 |

(1) Dewan Pengawas dlbenkan honoranum per bulan |
sebesar : : _ e . . v[

a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat

puluh per seratus) dari penghasﬂan Dlrektur dan
, , |



b. Anggota Dewan Pengawas, pahng banyak 80%
(delapan puluh per seratus) dari honoranum Ketua
Dewan Pengawas. . i.

(2) Direktur diberikan honoranum per bulan sebesar pahng

’ banyak 2,5 (dua koma hma) X gaiji pokok tertmggl pada
daftar skala gaﬁ pokok kaxyawan LPPL Radlo Pubhk
SWIBA FM. S ' ".

(3) Besaran honorarium bag1 Dewan Pengawas dan Direktur
sebagaimana dlmaksud pada ayat {1) dan 2) dltetapkan
dengan Keputusan ~ Bupati dxsesualkan dengan
kcmampuan Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah

| BABIV
' PENGELOLAAN ASET |

. ) ~ Pasal 6 I ' .
(1) LPPL Radlo Pubhk SWIBA FM merupakan “aset
| Pemermtah Dacrah SRR % S
(2) Pengelolaan aset sebagamana dlmaksud pada ayat ( 1)

sesuai dengan ketentuan peraturan pcmndang -

‘ undangan terkait Barang Milik Daerah ' |
o BABV |
PROSENTASE ISI SIARAN DAN PROGRAMA

v Pasal 7 .
(1) LPPL Radio Publik SWIBA FM merupakan lembaga
. penyiaran yang mengutamakan kepentmgan publik dan
: mengangkat potensi lokal daerah sehmgga 181 siaran dan
| program siaran harus mengutamakarll konten yang
- mformatlf pendidikan, budaya, agama, olah raga "dan
~ Iklan Layanan Masyarakat serta pembangunan dxsampmg
- konten hiburan. - »! . :
(2) Prosentase isi siaran dan program LPPL Radlo Pubhk
SWIBA FM seb_agaxmana dlmaksud pada7 ayat (1) terdm»
| atas : o I | "
a. Konten mformast berita dan talkshow ‘sebesar 25%

(dua puluh hma persen) dari keseluruhan isi siaran ;
. , | .

!



b. konten pendldxkan dan kebudayaall'z sebesar 20% (dua |
puluh persen) dari keseluruhan isi siaran : ; |

c. konten agama sebesar 10% (sepuluh persen) dari
keseluruhan isi siaran ; j

d. konten olah raga sebesar 5% (lima persen) dari
keseluruhan isi siaran ; .

e. konten Iklan Layanan »Masyarakat (ILM) sebesar

15% (lima belas persen) dan keseluruhan isi siaran ;

dan

f. konten hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

dari keseluruhan isi siaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8
(1) Pembiayaan LPPL Radio Publik SWIBA FM dan alat
kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.

(2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} yaitu :

a. iuran penyiaran;

b. sumbangan masyarakat;

c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan;
dan | ,

d. usaha lain yang sah dan txdak mengikat terkait
dengan penyelenggaraan penyiaran.

(3) luran Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a ditetépkan dengén ketentuan sebagai berikut :

a. adlips | pengumuman sebesar Rp 15.000,00 (lima

 belas ribu rupiah) per siar ;

b. spot iklan durasi 60 (enam puluh) detik sebesar Rp

~ 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / siar ;

c. Talkshow - durasi 60 (eném puluh}) menit
sebesar Rp 600 OOO 00 (enam ratus ribu rupiah) per
acara ;

d. siaran langsung durasi 60 {enam puluh) menit
sebesar Rp 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu

, rupxah] per acara ;



(4)

(1)

@)

@)

(4).

e. siaran langsung wayang kuht dalam kota
“sebesar Rp 1.000. OOO ,00 (satu juta rupiah) per acara;
dan o
f. siaran langsung - wayang kulit luar kota
sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per acara. . :
Penerimaan sebagmmana dimaksud pada ayat (3), dikelola
langsung secara transparan untuk membiayai operasional
LPPL Radio Publik SWIBA FM dengan ketentuan sebagai
berikut : |

a. dllaporkan setiap bulan, pahng lambat tanggal 10

bulan berikutnya kepada Dewan Pengawas;

b. pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan rencana

anggaran dan biaya yang tclah disetujui Dewan
Pengawas; '

c. Penatausahaan keuangan dilaksanakan  sesuai

ketentuan peramran'perundahgan yang berlaku.

BAB VII
PERTANG GUN GJAWABAN

S  Pasal 9 .

_Direktur‘ bertanggungjawab atas keseluruhan
penyelenggaraan penyiaran dan keuangan LPPL Radio
Publik SWIBA FM kepada Bupau melalm Dewan
Pengawas. v S

Direktur wajib membuat laporan tahunan, laporan
berkala dan laporan keuangém LPPL Radio Publik SWIBA
FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. o
Laporan tahunan dan laporan berkala se_bagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :

a. pelaksénaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah

- dicapai ; dan

b. permasalahan yang dlhadapl dalam pelaksanaan

rencana kerja.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,

dan paling sedikit memuat:



a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca,
perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus
kas dan laporan perubahan kekayaan dan

b. honorarium dan tunjangan lain bagi Direktur dan
Dewan Pengawas. |

| BAB VIII ‘
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut 'vmengenai pengelolaan dan teknis

- penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Publik SWIBA

FM diatur oleh Direktur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar. |
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2019
BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 18 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR T. AHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
chala Bagian Hukum _0(1

ZU

HADIDH

LIFTKA
NIP.\1975Q311 199903 1 009



